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<b>ABSTRAK</b><br>

Berdasarkan Pasal 1 ayat 10 UU Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa Klausula Baku adal ah setiap
aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiagpkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara
sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan
wajib dipenuhi oleh konsumen. Namun sayangnya klausula baku di dalam perjanjian baku yang dikeluarkan
oleh pelaku usaha, terutama klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha klausula
eksonerasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen cenderung dianggap
sebagal buah dari itikad tidak baik pelaku usaha dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan
memanfaatkan posisi tawar konsumen yang rendah. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah
Idquo;bagai mana perbandingan konsep pengalihan tanggung jawab pelaku usaha antara pendapat ahli, UU
Perlindungan konsumen dan putusan pengadilan dalam sengketa perlindungan konsumen rdquo;. Untuk
menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik
pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwatidak ada
pembatasan dari pemaknaan klausula eksonerasi baik dari pendapat ahli, UU Perlindungan Konsumen
sendiri ataupun penafsiran makna Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa K onsumen.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Based on Article 1 Paragraph 10 of the Consumer Protection Law in Indonesia, Standard Clause are rules or
provisions and conditions which have been prepared and determined first unilaterally by a supplier in a
document and or agreement binding and must be fulfilled by the consumer. Unfortunately, the standard
clause in the standarized agreement issued by the supplier, usually transfering the responsibility of supplier
exoneration clause as stated in Article 18 Paragraph 1 of the Consumer Protection Law. The standard clause
tends to be regarded as the result of bad faith of business actor rsquo s on seeking maximum profit,
including from the weakness of consumer position. Article 18 Paragraph 1 of the Consumer Protection Law
formulate the subject matter on thisthesisis how to compare the concept of transfer of business actors 39
responsibility between expert opinion, Consumer Protection Law in Indonesia and court decision in
consumer protection dispute . To answer the question the authors use normative juridical research methods
with library data collection techniques, and related documents. The result of this thesis shows that there is no
restriction on the meaning of exoneration clause either from expert opinion, Consumer Protection Law in
Indonesiaitself or interpretation of Judges of Badan Penyelesaian Sengketa K osnsumen.
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